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SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2AI9

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 60 Tahun ZOLT telah ditetapkan Tfrgas, Fungsi, Uraian

T\rgas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Utara;

bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur

Nomor 38 Tahun 2O16 tentang Susunan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 39) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2A16

tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2OLT Nomor 56), Peraturan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

b.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tah:on 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembenfukan Propinsi Sumatera Utara {Lernbaga Negara

Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

Undang-Unda-ng Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 549a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAH
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik trndonesia

Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nornor I Tahun 20 15 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o-L4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2A16 Nomor ll4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentr*kan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2Ot6

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Nornor 38 Tahun 2AL6 tentang Susunan

Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

{Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLO Nomor

39), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Surnatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19).

2.

.).

4.

5.

6.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN

TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

Kepaia Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu

adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah

penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan

menengah dan pendidikan khusus, yang dibentuk sebagai unit
kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan

fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki

keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan

tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4.

5.
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BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 2

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah/kewenangan provinsi di bidang

pendidikan serta tugas pembantuan.

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan manajemen

pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga

kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra,

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

b. penyelenggaraan kebijakan manajemen pendidikan

menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,

perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, sesuai dengan

lingkup bidang tugasnya;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan manajemen

pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga

kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra,

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

d. penyelenggaraan administrasi manajemen pendidikan

menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,

perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, sesuai dengan

Iingkup bidang tugasnya;

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur,

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai uraian tugas:

a. menyeienggarakan perumusan kebijakan teknis bidang

pendidikan menengah dan pendidikan khusus;

b. menyelenggarakan perencanaan program kerja bidang

pendidikan menengah dan pendidikan khusr.rs;

c. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum bidang pendidikan menengah dan pendidikan

khusus;

(3)
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d. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas bidang

pendidikan lingkup Provinsi dan Cabang Dinas;

e. menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan rnenengah

dan pendidikan khusus serta pengembangan pendidik dan

tenaga kependidikan;

f. menyelen pemantauan, evaluasi dan pelaporan

bidang pendidikan;

g. menyelen koordinasi dan sinergitas kerrritraan

pendidikan dengan Dinas Kabupaten/Kota;

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(41 Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Kepala Dinas Pendidikan dibantu:

a. Sekretariat;

b. Bidang Pernbinaan Sekolah Menengah Atas;

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;

e. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;

f. Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara dengan cakupan

kerja Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Deli,

Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Helvetia,

Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan,

Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan

Sunggal, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan

Tuntungan;

g. Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dengan

cakupan kerja Kecanaatan Medan Amplas, Kecamatan

Medan Area, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan

Baru, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Kota,,

Kecamatan Medan lvlaimun, Kecamatan Medan Perjuangan,

Kecamatan Medan Petisah, Kecannatan Medan Polonia,

Kecamatan Medan Timur;

h. Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam dengan

cakupan kerja Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan

Tar{ung Morawa, Kecamatan Galang, Kecamatan

Patumbak, Kecamatan Beringrn, Kecamatan Labuhan Deli,
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Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Bangun Purba,

Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Sinembah Tanjung

Muda Huiu, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir,

Kecamatan Gunung Meriah;

i. Cabang Dinas Pendidikan Stabat dengan cakupan kerja

Kabupaten Langkat dan Kota Binjai;

j. Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah dengan cakupan

kerja Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi;

k. Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar dengan

cakupan kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten

Simalungun;

l. Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan dengan

cakupan kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dan

Kabupaten Tapanuli Utara;

m. Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan cakupan kerja

Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir;

n. Cabang Dinas Pendidikan Sibolga dengan cakupan kerja

Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga;

o. Cabang Dinas Pendidikan Gunungtua dengan cakupan

kerja Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas

Utara;

p. Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan dengan cakupan

kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten

Mandailing Natal dan Kota Padangsidempuan;

q. Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat dengan cakupan

kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten

Labuhanbatu;

r. Cabang Dinas Pendidikan Tanjungbalai dengan cakupan

kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota

Tanjungbalai;

s. Cabang Dinas Pendidikan Kisaran dengan cakupan kerja

Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan;

t. Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe dengan cakupan

kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten

Pakpak Bharat;
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u.

v.

w.

Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli dengan cakupan

kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota

Gunungsitoli;

Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam dengan cakupan

kerja Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias

Barat;

Cabang Dinas Pendidikan Sunggal dengan cakupan kerja

Kecamatan Sunggal, Kecarnatan Percut Sei Tltan,

Kecamatan Bata,ng Kuis, Kecamatan Hamparan Perak,

Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Kutalimbaru,

Kecarnatan Nar.norambe, Kecamatan Delitua, Kecarnatan

Sibiru-biru, Kecamatan Sibolangit;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagran Kedr.ra

SEKRETARIAT

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan

pengelolaan pernbangunan Sekotrah Menengah Atas (SMA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB)

dan sarana prasarana sekolah di Lingkungan Dinas,

mengoordinasikan dan rnengendalikan kegiatan adrninistrasi

Lrmllm, kepegawaian, perlengkapan, penJnlsunan program,

keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi

umum dan perizinan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraarl pengelolaan adrninistrasi keuangan;

d. Penyelenggaraan pengelolaan adrninistrasi pertrengkapan;

e. penyelenggaraan pengelolaan aset dan barang milik
negaraldaerah;

f. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga,

hubungan masyarakat dan perundang-undangan;

x.

(1)

(2)



g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan program,

anggaran dan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan

sarana dan prasarana serta pemeliharaan aset di

lingkungan Dinas;

i. penyelenggaraan koordinasi penyelesaian masalah hukum

(non yustisia) di bidang kepegawaian;

j. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

k. penyelenggaraan fasilitas Bantuan Operasional Sekolah

(Bos);

1. penyelenggaraarr fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK/SMA,

SMK dan Pendidikan Khusus);

m. penyelenggaraan pengelolaan pembinaan karir, mutasi dan

pengangkatan jabatan kepala sekolah, jabatan fungsional

dan jabatan teknis lainnya;

n. penyelenggaraan monitoring serta evaluasi organisasi dan

tatalaksana;

o. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas.

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program

kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Cabang Dinas;

b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program

Dinas;

c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan program

kesekretariatan;

d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan

administrasi keuangan;

e. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;

f. menyeienggarakan perencanaan kebutuhan sarana dan

prasarana serta pengelolaan dan pemeiiharaan aset dan

barang milik negara I daerah;

g. penyelenggaraan pengendalian administrasi anggaran

belanja;

h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;



i. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia di

lingkungan Dinas;

j. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;

k. penyelenggaraan penatausahaan, kelembangaan dan

ketatalaksanaan;

l. penyelenggaraan pengeiolaan dan pembinaan naskah

dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;

m. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan

minimal;

n. penyeienggaraan pengadaan, pemeliharaan sarana dan

prasarana serta penyelenggaraan penataan, pembinaan dan

pengelolaan unsur rt.rmah tangga dan

perlengkapanlperalatan kantor di lingkungan Dinas dan

Cabang Dinas;

o. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan,

pengeiolaan perpustakaan, pertokoan dan hubungan

masyarakat;

p. penyelenggaraan pelaksanaan pengkoordinasian,

pembinaan karir, mutasi pegawai dan pengangkatan

jabatan kepala sekolah, jabatan fungsional dan jabatan

teknis lainnya;

q. penyelenggaraan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengusulan jabatan struktural dan fungsional;

r. penyelenggaraan pengkoordinasian, pelaporan, evaluasi

dan monitoring atas kegiatan Bidang-bidang dan Cabang

Dinas di lingkungan Dinas;

s. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

t. penyelenggaraan pengkoordinasian dengan unit kerja

terkait;
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u. penyelenggaraan pelaksanaan rapat-rapat internal Dinas, di

lingkungan Dinas;

v. penyelenggaraan tulgas lain, sesu.ai dengan tugas dan

fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ayat {21 dan ayat (3),

Sekretaris dibantu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan pen1rusunan perencanaan/program kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data

kepegawaian;

d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai,

peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan,

kesejahteraan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan

pelatihan kepemimpinanlstruktural, fungsional dan teknis

di lingkungan Dinas;

e. melaksanakan pen1rusunan bahan pembinaan disiplin
pegawai, guru dan tenaga kependidikan;

f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan

mutasi serta pemberhentian pegawai Dinas dan Cabang

Dinas;

g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan wawasan

Sumber Daya Manusia fungsional di bidang

keadministrasian;
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h. melaksanakan pen5rusunan dan pengusulan pengangkatan

perangkat kerja teknis keuangan serta kegiatan yang

membantu pekedaan Dinas dan Cabang Dinas;

i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan

dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;

j. melaksanakan pen1rusunan bahan rancangan dan

pendokumentasian peraturan perundang-und angarr;

k. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan,

pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;

1. melaksanakan pengadaan naskah dinas;

m. melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas

pimpinan dan penyiapan rapat-rapat;

n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat,

pelayanan LlmLlm, pelayanan minimal dan

pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan

barang tidak bergerak;

o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaanf perawatan

lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta

ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor di

lingkungan Dinas;

p. melaksanakan pen1rusunan iaporan, evaluasi dan

monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;

q. meiaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambiian kebijakan;

r. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan

Dinas;

s. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;

t. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegau,aian pada

Cabang Dinas;

u. melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan Cabang

Dinas;

v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

w. meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

sesuai dengan bidang tugasnya;
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x. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan Aset

Dinas dan Cabang Dinas;

y. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penJrusunan

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas dan

Cabang Dinas.

{21 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi

untuk kebutuhan dan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan pen)rusunan perencanaan/program kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;

c, melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan a.nggar€Ln

Dinas;

d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan

keuangan Dinas dan Cabang Dinas;

e. melaksanakan penJrusunan pembuatan daftar gdi dan

tunjangan daerah;

f. melaksanakan pelatihan dan pembinaan perbendaharaan

keuanganl

g. rnelaksanakan penyiapan bahan, pelatihan dan pernbinaan

pengelolaan teknis administrasi keuangan;

h. melaksanakan pembayaran gdi pegawai dan penghasilan

tarnbahan trainnya;

i. melaksanakan verifikasi keuangan;

j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan

belanja tidak langsung pada Dinas dan Cabang Dinas;

k. melaksanakan Sistem Akuntansi trnstansi {SAI} dan

penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan;

l. melaksanakan koordinasi pen5rusunan bahan evaluasi dan

pelaporan administrasi keuangan;

m. melaksanakan pengendalian adrninistrasi perjatranan dinas

pegawai;

n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan

evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat;
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o. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas

pengawasan;

melaksanakan pen3rusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Sub Bagian Keuangan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai

dengan bidang tugasnya.

t3) Kepala Sub Bagian Program dan Ttrgas Pembantuan

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan rertcana, prograin, kegiatan dan

angga-ran pembangunan Sub Bagian Program dan

Sekretariat;

b. melaksanakan koordinasi dalam penJnrslxnan renc€Lna,

program kegiatan dan anggaran pembangunan Dinas

Pendidikan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan

T\rgas Pembantuan);

c. melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturanl

pedoman/petunjuk teknis/surat edaran sistem

perencanaa"n, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan

rencana, program dan anggaran;

d. melaksanaan penJrusltnan Rencana Kerja (RENJA),

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), Laporan Kinerja, Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban (LKPJ)/f,aporan Pelaksanaan

Pemerintahan Daerah {LPPD}, Perjanjian Kinerja tPK};

e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penJrusunan

Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (SAKIP) Dinas;

f. rnelaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan

pelaksanaan pen5rusunan rencana, program jangka pendek

dan jangka panjang Dinas;

p.

q.

r.
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melaksanakan penyiapan bahan/data dan informasi

pelaksanaan rertcana program dan kegiatan anggaran

pembangunan;

melaksanakan pen5rusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Sub Bagian Program, Tlrgas Pembantuan Dinas;

melaksanakan flasilitasi penyelenggara Dana Alokasi

Khusus (DAKISMA, SMK dan Pendidikan Khusus);

melaksanakan petraporan Dana Alokasi Khusus (DAK/SMA,

SMK dan Pendidikan Khusus),

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Pasal 5

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan

kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan,

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan SMA.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggaraan

fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta

didik dan pembangunan karakter SMA;

b. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum dan penilaian serta peserta didik dan

pembangunan karakter SMA;

c. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum

muatan lokal SMA;

d. penyelenggaraan kebijakan penyusunan bahan pembinaan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana

prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter

SMA;

C'
b'

h.

1.

j.
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e. penyelenggaraan penjrusunan bahan pembinaan bahasa

dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah

Kabupaten/Kata datrarn 1 (satu) daerah Provinsi;

f. penyelenggaraafl pernantauan dan evaluasi di bidang

kurikulum dan penilaian serta peserta didik dan

pembangunan karakter SMA;

g. penyelenggaraan pelaporan di bidang kurikulum dan

penilaian serta peserta didik dan pembangUnan karakter

SMA.

(3) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai

uraian tugas:

a. menyelenggarakan kebijakan operasional perluasan dan

pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang

pendidikan SMA;

b. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan

mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMA;

c. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan

elisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan SMA;

d. menyelenggarakan kehijakan operasional kelembagaan

yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) dan mutasi siswa SMA a;rfiar Provinsi;

e. menyelenggarakan pernbinaan, pemhiayaan, pemantalran

dan evaluasi serta birnbingan teknis penyelenggaraalr dan

pengelolaan pendidikan menengah atas sesuai standar

nasional pendidkan;

f. menyelenggarakan penyiapan

memenuhi standar kompetensi

SMA;

satuan pendidikan untuk

dan kurikulum pendidikan

g. menyelenggarakan ujian nasional dan ujian sekolah pada

SMA;

h. menyelenggarakan kebijakan pengembangan pengadaan

sarana prasarana satuan pendidikan SMA;

i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan

akreditasi satua.n pendidikan SMA;
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j. menyelenggarakan pen1rusunan rencana peningkatan mutu

satuan pendidikan SMA;

k. menyelenggarakan pen5rusunan pedoman penulisan dan

fasilitas pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media

pendidikan satuan pendidikan SMA;

1. menyelenggarakan kerja sama dan pemberdayaan peran

serta masyarakat di bidang pendidikan SMA dan

pendidikan kesetaraan menengah atas;

m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan bidang pendidikan SMA;

n. menyelenggarakan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) satuan pendidikan SMA;

o. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan SMA;

p. menyelenggarakan kebijakan dan rumusan standar

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar

pendidikan dan tenaga kependidikan, standar saranan dan

prasarana, standar pembiayaan pendidikan dan standar

penilaian pendidikan;

q. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 6

(1) Bidang Sekoiah Menengah Kejuruan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan rumusan dan peiaksanaan

kebijakan di Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

(2) Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan pen),'usunan bahan perumusan dan

koordinasi kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter SMK;
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b. penyelenggaraan kebijakan di bidang kurikulum dan

penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter

SMK;

penyelenggaraan penyusunan bahan fasilitasi kerja safira

industri SMK;

penyelenggaraan kebijakan pembangunan technopark di
lingkungan SMK;

e. penyelenggaraan kebijakan penyusunan bahan penetapan

kurikulum muatan lokal SMK;

f. penyelengaraan penJrusunan bahan pembinaan

pelaksanaan kurikr.rlum dan penilanan, serta peserta didik

dan pernbangunan karakter SMK;

g. penyelenggaraarl pernantauan dan evaluasi di bidang

kurikulum dan penilaian, serta peser[a didik dan

pembangunan karakter SMK;

h" penyelenggaraan pelaporan di bidang kurikulum dan

penilaian serta peserta didik dan pembangunan karakter

SMK.

(3) Kepala Bidang Sekolah Menenga-trr Kejuruan menapunyai

uraian tugas:

a. menyelenggarakan kebijakan operasional perluasan dan

pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang

pendidikan SMK;

b. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan

mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan SMK;

c. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan

efesiensi dan efektivitas penyelenggal'aan dan pendidikan

SMK;

d. menyelenggarakan kebijakan operasional kelembagaan

yang meliputi penamba.h€m progr€rm, Penerimaan Peserta

Didik Baru {PPDB} dan mutasi siswa SMK antar Provinsi;

e. menyelenggarakan pembinaan, pecrbiayaan, pemantauan,

evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan menengah kejujuran, sesuai

standar nasional pendidikan;

c.

d.
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f. menyelen penyiapan satuan pendidikan untuk
memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan

SMK;

g. menyelenggarakan ujian nasional dan ujian sekolah pada

SMK;

h. menyelenggarakan kebijakan pengembangan pengadaan

sarana prasaralla satuan pendidikan SMK;

i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan

akreditasi satuan pendidikan SMK;

j. menyelenggarakan penJrusunan rencana peningkatan mutu

satuan pendidikan SMK;

k. menyelenggarakan kebijakan pen1rusunan pedoman

penulisan dan fasilitas pengadaan buku pelajaran muatan

lokal dan media pendidikan satuan pendidikan SMK;

1. menyelenggarakan kerja sama dan pemberdayaan perarl

serta masyarakat di Bidang pendidikan SMK;

m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan Bidang SMK;

n. merryelenggarakan penJrusunan bahan fasilitasi kerja s€rma

dunia usahaf industri dan lintas sektoral SMK;

o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan Bidang SMK;

p. menyelenggarakan pelaporan Bantuan Operasional

Sekolah;

q. menyelenggarakan peningkatan kelembagaan SMK;

r. menyelenggarakan pembangunan technopark di lingkungan

SMK;

s. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan SMK;

t. menyelen kebijakan dan rumusan standar

kompetensi lulusan, standar isi, sta.ndar proses, standar

pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pernbiayaan pendidikan dan standar

penilaian pendidikan;

u. melaksanakan pembina"an standar manajemen mutu SMK;

v. menyelenggarakan tugas-fugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.
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(1)

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Pasal 7

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan

kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan,

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan khusus dan

pendidikan layanan khusus (anak korban sosial ekonomi,

korban bencana, anak di daerah tertinggal/terdepan/terpencil

tidak mampu dari segi sosial ekonomi), pendidikan inklusif,

pendidikan cerdas istimewa lbakat istimewa dan Pusat

Layanan Autis (PLA).

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan pen5rusunan bahan perumltsan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan

penilaian serta peserta didik dan pembangunan karakter

pendidikan khusus;

b. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kebdakan di

bidang kurikulum dan peniiaian, kelembagaan dan sarana

prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter

pendidikan khusus;

c. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum

muatan lokal pendidikan khusus;

d. penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta peserta didik

dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang

kurikulum dan penilaian serta peserta didik dan

pembangunan karakter pendidikan khusus;

f. penyelenggaraan pelaporan di bidang kurikulum dan

penilaian serta peserta didik dan pembangunan karakter

pendidikan khusus.

(2)
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(3) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan kebijakan operasional perluasan

kesempatan dan pernerataan memperoleh pendidikan pada

pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (anak

korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah

tertinggallterdepanlterpencil tidak mampu dari segi sosial

ekonomiln pendidikan inklusif, pendidikan cerdas

istimewa/bakat istimewa dan PLA;

b. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan

mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan khusus

dan pendidikan layanan khusus {anak korban sosial

ekonomi, korban bencana, anak di daerah

tertinggal/terdepan/terpencil tidak mampu dari segi sosial

ekonomi), pendidikan inklusif, pendidikan cerdas

istimewa lbakat istimewa dan PLA;

c. menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus {anak

korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah

tertinggallterdepan/terpencil/tidak mampu dari segi sosial

ekonomi), pendidikan inklusif, pendidikan cerdas

istimewa/bakat istirnewa dan PLA;

d. menyelenggarakan keb{iakan operasional kelembagaan dan

peserta didik pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus (anak korban sosial ekonomi, korban bencana,

anak di daerah tertinggallterdepan/terpencilltidak marnpu

dari segi sosial ekonomi), pendidikan inklusif, pendidikan

cerdas istimewa/bakat istimewa dan PLA;

e. menyelenggarakan penyiapan satuan pendidikan untuk
mernenuhi standar kor:npetensi, kurikulum pendidikan

khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan

inklusif, pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa,

pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar dan

PLA;
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h.

menyelenggarakan koordinasi pembinaan penyelenggaraarl

pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (anak

korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah

tertinggal/terdepanlterpencilltidak mampu dari segi sosial

ekonomi), pendidikan inklusif, pendidikan cerdas

istimewa/bakat istimewa dan PLA;

g. menyelenggarakan ujian nasional dan ujian akhir sekolah

pendidikan khusus, pendidikan inklusif;

menyelenggarakan koordinasi pengembangan dan rencana

pengadaan sarana prasarana pendidik khusus dan

pendidikan layanan khusus (anak korban sosial ekonomi,

korban bencana, anak di daerah tertinggal/terdepan/

terpencil/tidak mampu dari segi sosial ekonomi),

pendidikan inklusif, pendidikan cerdas istimewa lbakat
istimewa dan PLA;

menyelenggarakan koordinasi peniiaian dan akreditasi

pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (anak

korban sosial ekonomi, korban bencana, anak di daerah

tertinggallterdepan/terpencil dan tidak mampu dari segi

sosial ekonomi), pendidikan inklusif, pendidikan cerdas

istimewalbakat istimewa dan PLA;

menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan mutu

manajemen lembaga pendidikan khusus dan pendidikan

layanan khusus (anak korban sosial ekonomi, korban

bencana, anak di daerah tertinggal/terdepan/terpencil

tidak mampu dari segi sosial ekonomi), pendidikan inklusif,

pendidikan cerdas istimewa lbakat istimewa dan PLA;

menyelenggarakan peny'usunan pedoman penuiisan buku

pelajaran/modul muatan lokal pendidikan khusus dan

pendidikan layanan khusus (anak korban sosial ekonomi,

korban bencana, anak di daerah tertinggallterdepanl

terpencil tidak mampu dari segi sosial ekonomi), pendidikan

inklusif, pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa dan

PLA;

j.
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1. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan

akreditasi satuan pendidikan khusus dan pendidikan

layanan khusus {anak korban sosial ekonomi, korban

bencana, anak di daerah tertinggal/terdepan/ terpencil

tidak mampu dari segi sosial ekonomi), pendidikan inklusif,

pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa dan PLA;

m. menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi Penerimaan

peserta didik baru, mutasi siswa, kalender pendidikan pada

satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus;

n. menyelenggarakan pengembangan kurikulum pendidikan

khusus (anak korban sosial ekonorni, korban bencana,

anak di daerah tertinggal/terdepan/terpencil tidak mampu

dari segl sosial ekonomi), pendidikan inklusif,

pendidikancerdas istimewa lbakat istimewa dan PLA;

o. menyelenggarakan penyustlnan pedoman telcris pembinaan

minat, bakat dan prestasi peserta didik pendidikan khusus

dan pendidikan layanan khusus (anak korban sosial

ekonomi, korban bencana, anak di daerah tertinggall

terdepan/terpencil tidak n'larnpu dari segi sosial ekonomi),

pendidikan inklusif, pendidikan cerdas istimewa lbakat
istimewa dan PLA;

p. menyelenggarakan pelaporan Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) dan Bantuan Belajar Satuan Pendidikan

Khusus;

q. menyelenggarakan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah

menyelenggarakan rnonitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;

r. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan Pendidikan

Khusus;

s. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Keenam

Bidang Pembinaan dan Ketenagaan

Pasal 8

(1) Bidang Pembinaan dan Ketenagaan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Tenaga

Kebudayaan.

(2) Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan pen5rusunan bahan perumusan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan

tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, pendidik dan

tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;

b. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan rencana

kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah

Menengah Atas, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah

Menengah Kejuruan dan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan khusus;

c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan, SMA, pendidik dan

tenaga kependidikan SMK dan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan khusus;

d. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraafl, penghargaan

dan perlindungan pembinaan dan pengembangan

pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga

kependidikan SMA, pendidik dan tenaga kependidikan SMK

dan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan

khusus;

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang

Pendidik dan tenaga kependidikan SMA, Pendidik dan

tenaga kependidikan SMK dan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan khusus;
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f. penyelenggaraan pen5rusunan laporan dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

g. penyelenggaraan pengelolaan administrasi berupa angka

kredit guru golongan IV;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan mempunyai

uraian tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan

Pendidik dan tenaga kependidikan SMA, Pendidik dan

tenaga kependidikan SMK dan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan khusus;

b. menyelenggarakan penyusu.nan bahan kebijakan di bidang

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA,

Pendidik dan tenaga kependidikan SMK dan pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan khusus;

c. menyelenggarakan penyusunan bahan pemantauan dan

evaluasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMA,

pendidik dan tenaga kependidikan SMK dan pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan khusus;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi berupa usul

angka kredit guru golongan IV;

e. menyelenggarakan peiaporan di bidang pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan SMA, pendidik dan

tenaga kependidikan SMK dan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan khusus.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 9

(1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang

pendidikan yang rnenjadi kewenangan daerah Provinsi di

wilayah kerjanya, meliputi pelayanan dan pengawasan
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(2)

pendidikan di bidang satuan menengah dan pendidikan

khusus.

Cabang Dinas mempr.lnyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

dan prograrn, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan

wilayah kerjanya;

b. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan administrasi,

sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerja*ya;

c. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan program dan kegiatan, sesuai dengan lingkup

bidang tugas dan wilayah kerjanya;

d. penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

e. penyelengaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan

penegakan disiplin pegawai, guru dan siswa pada lingkup

wilayah kerjanya rnasing-rnasing;

f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam

menyempurnakan dan men5rusun standar pelaksanaan

pengelolaan dan pembinaan satuan pendidikan j*nj*rrg

pendidikan rnenengah dan pendidikan khusus;

g. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan bahan dan data

dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pendidikan teknik pada satuan pendidikan jenjang

pendidikan mexlengah dan pendidikan khusus;

h. penyelenggaran administrasi internal dan eksternal;

i. penyelenggaraan penyempurnaarl dan penyuslr.nan standar

penilaian, kurikr.durn dan kompeter:.si keahlian, sesuai

dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
j. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian peningkatan kompetensi kea.trlian, sesuai

dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

k. penyelengaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

Kepala Dinas, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Cabang Dinas mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian progranr kerja Cabang Dinas

Pendidikan;

(3)
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menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di

bidang pendidikan, pada Cabang Dinas di wilayahnya;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Cabang Dinas, meliputi tata usaha, pembinaan SMA dan

SMK;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Lrrusan

pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan pada Cabang

Dinas;

menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin prinsip

penyelenggaraan SMA, SMK dan SLB pada Cabang Dinas di

wilayahnya;

menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin pendirian,

pembukaan kompetensi keahlian baru, penggabungan dan

penutupan SMA, SMK dan SLB pada Cabang Dinas di

wilayahnya;

menyelenggarakan fasilitasi pemberian rjazah dan

penghargaan lainnya kepada siswa dan guru serta pegawai

pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan

pendidikan khusus;

penandatanganan legalisasi tjazah SMA, SMK dan SLB,

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

menyelenggarakan penetapan kurikulum tingkat satuan

pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan

menengah dan pendidikan khusus;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil

pendidikan SMA, SMK dan SLB pada Cabang Dinas di

wilayahnya;

menyelenggarakan komunikasi, informasi, klarifikasi atas

kelulusan siswa dari satuan pendidikan jenjang pendidikan

menengah dan pendidikan khusus;

menyelenggarakan koordinasi kerja sama dengan instansi

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang

pelayanan dan pengawasan pendidikan pada Cabang Dinas

di wilayahnya;

d.

e.

h.

j.

1.
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m. menyelenggarakan rekomendasi pertzinan dan wewenang

lainnya di bidang pendidikan di wilayah kerjanya yang

didelegasikan oleh Gubernur;

n. menyelenggarakan pengka.jian Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Cabang Dinas;

o. menyelenggarakan perumusan data dan informasi lingkup

Cabang Dinas;

p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai pendidikan menengah dan

pendidikan khusus sebagai bahan perumusan kebijakan

pemerintah daerah;

r. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

lingkup Cabang Dinas;

s. menyelenggarakan membuat usulan dan pengkajian bahan

verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap

permohonan pemenuhan sarana dan prasarana satuan

pendidikan yang disesuaikan dengan data pokok

pendidikan, realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan pada Cabang

Dinas;

t. menyelenggarakan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, dan PK

serta LK, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Cabang Dinas;

u. menyeienggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada

Cabang Dinas;

v. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Cabang Dinas;

w. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya;

x. menyelenggarakan penyusunan bahan penertiban izin

pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah

atas.

(3) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebaga.irna.na dirnaksud pa.da. aya.t (1), a.ya"t (2) d".r, ayat (3),

Kepala Catrang dibantu:
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a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Sekolah Menengah Atas;

c. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a.. melaksanakan pen)rusunan program kerja, rencana

kegiatan dan anggaran Cabang Dinas dan Sub Bagian Tata

Usaha;

b. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan

arahan serta penegakan disiplin kepada pegawai dan

pemangku jabatan fungsional pada satuan pendidikan

jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus

dalam lingkup Cabang Dinas di wilayah kerjanya masing-

masing;

c. melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan,

keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi

perlengkapan dan rumah tangga Cabang Dinas di wilayah

kerjanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

d. melaksanakan urusan pen)rusunan rencana kebutuhan,

pengangkatan dan penempatan tenaga administrasi pada

Cabang Dinas di wilayah kerjanya masing-masing;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

berupa usul kenaikan pangkat, angka kredit, kenaikan gaji

berkala, cuti, mutasi, pensiun, izinltugas belajar,

permintaan pemberian tanda penghargaan pegawai, guru

dan tenaga kependidikan muiai golongan I (satu) sampai

golongan III (tiga) serta membuat Surat Perintah Tugas

(SPT) bagi pegawai, guru dan tenaga kependidikan

lingkungan Cabang Dinas di wilayah kedanya masing-

masing;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Cabang

Dinas di wilayah kerjanya masing-masing, sesuai peraturan

perundang-undangan;
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g. melaksanakan penlrusunan dan penataan data statistik

pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan file

masing-masing pegawai Cabang Dinas di wilayah kerjanya

masing-masing;

h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat

internal maupun eksternal pada Cabang Dinas di wilayah

kerj anya masing-masing;

i. melaksanakan koordinasi dan pen)rusunan Standar

Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sub Bagian Tata Usaha dan Cabang Dinas;

j. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan

keamanan kantor Cabang Dinas, sesuai standar yang

ditetapkan;

k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaran pelayanan Lrmum

dan pelayanan minimal;

1. melaksanakan pen1rusunan bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Cabang Dinas;

m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

n. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sub

Bagian Tata Usaha kepada kepala Cabang Dinas di wilayah

kerjanya masing-masing;

p. melaksanakan penyusunan dan pelaporan aset satuan

pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Cabang

Dinas ke Sekretariat Dinas;

q. melaksanakan pen1rusunan bahan penertiban izin

pendirian, penataan dan penutupan SMA;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Cabang

Dinas Pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pen1rusLlnan program kerja Seksi Sekolah

Menengah Atas;
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b. melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan teknis

pelayanan dan pengawasan pendidikan;

c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelayanan dan pengawasan pndidikan;

d. melaksanakan urusan pen5rusunan rencana kebutuhan

dan memberikan rekomendasi dalam rangka pengangkatan

dan penempatan tenaga gurLr dan tenaga administrasi

pada Cabang Dinas Pendidikan di wilayah kerjanya masing-

masing untuk diteruskan ke bidang pembinaan ketenagaan

Dinas;

e. melaksanakan flasilitasi dan rekomendasi rnutasi peserta

didik SMA Kabupaten lKata dalam satu wilayah dan/atau

satu provinsi;

f. melaksanakan verilikasi pengusulan inn prinsip

penyelenggaraan SMA dan di lingkup Cabang Dinas;

g. melaksanakan verifikasi pengusulan tzilr pendirian,

penataan dan penutupan SMA di lingkup Cabang Dinas;

h. rnelaksanakan per{rusunan data dan informasi pelayanan

dan pengawasan pendidikan;

i. rnelaksanakan pen1rusunan standar pelayanan dan standar

operasional prosedur Seksi Sekolah Menengah Atas;

j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebiiakan;

k. melaksanakan per$rusunan bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Seksi Sekolah Menengah Atas;

1. melaksanakan pen5rusunan bahan verilikasi, kajian teknis

dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan

dan realisasi bantuan keuangan dan hibahlbantuan sosial

di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan;

m. melaksanakan penyampaian bahan sarafl. pertimbangan

mengenai pelayanan pendidikan sebagai bahan perufilusan

kebliakan pemerintah daerah;

n. menetapkan kurikulum muatan lokal sekolah menengah

atas;

o. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
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(3) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pen1rusunan program kerja Seksi Sekolah

Menengah Kejuruan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis

pelayanan dan pengawasan pendidikan;

c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelayanan dan pengawasan pendidikan;

d. melaksanakan urusan penJrusunan rencana kebutuhan

dan memberikan rekomendasi, pengangkatan dan

penempatan tenaga guru dan tenaga adminitrasi pada

Cabang Dinas pendidikan di wiiayah kerjanya masing-

masing untuk diteruskan ke Bidang Pembinaan Ketenagaan

Dinas;

e. melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta

didik SMK di KabupatenlKota dalam satu wilayah

dan/atau satu Provinsi;

melaksanakan verifikasi pengusulan izrn prinsip

penyelenggaraan SMK, di Cabang Dinas;

melaksanakan verifikasi pengusulan tzrn pendirian,

penataan dan penutupan SMK, Cabang Dinas;

h. melaksanakan penyusunan data dan informasi pelayanan

dan pengawasan pendidikan;

i. melaksanakan pen5rusunan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Sekolah

Menengah Kejuruan;

j. melaksanakan teiaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Seksi Sekolah Menengah

Kejuruan;

1. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis

dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan

dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial

di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan;

m. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan

mengenai pelayanan pendidikan sebagai bahan perumusan

kebijakan Pemerintah Daerah;
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n. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Sekolah

Menengah Kejuruan;

o. melaksanakan evaluasi dan peiaporan Seksi Sekoiah

Menengah Kejuruan;

p. melaksanakan pembangunan technopark di lingkungan

SMI{;

q. menetapkan kurikulum muatan lokal SMK;

r. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Bagian Kedelapan

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Jabatan Fungsional

Pasal 1 1

(1) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang tertentu dibidang pendidikan menengah

atas, meliputi akademik, sarana dan prasarana serta

kesiswaan.

(21 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

dan program Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

b. penyeienggaraan pelayanan administrasi dan operasional

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

c, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan

Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

d. penyelenggaraan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3) Satuan Pendidikan Sekoiah Menengah Atas, mempunyai

uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Kepala

Sekolah;

b. menyeienggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

satuan pendidikan Sekolah Mencngah Atas;
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c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

d. menyelenggarakan proses belajar mengajar SMA;

e. menyelenggarakan pengaturan administrasi ketatausahaan

dan ekstrakurikuler SMA;

f. menyelenggarakan proses akreditasi sekolah;

g. menyeienggarakan pengkajian data dan informasi SMA;

h. menyelenggarakan pengkajian standar Pelayanan dan SOP

SMA, dalam lingkup tugasnya;

i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang pengeloiaan pendidikan

menengah atas;

k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendidikan

menengah atas sebagai bahan penetapan kebijakan

Pemerintah Daerah;

1. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;

m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Kepala Sekolah;

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;

c. Wakil Kepaia Sekolah Bidang Sarana dan Prasarar,a;

d. Wakil Kepala Sekoiah Bidang Kesiswaan;

e. Sub Bagian Tata Usaha;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

(1) Kepala Sekolah mempunyai uraian tugas:

a. rnenyelenggarakan pengkajian prograrrr kerja Kepala

Sekoiah;
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b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

satuan pendidikan;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Satuan;

d. menyeienggarakan proses belajar mengajar SMA;

e. menyelenggarakan pengaturan administrasi ketatausahaan

dan ekstrakurikuler SMA;

f. menyelenggarakan proses akreditasi sekolah;

g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi sekolah

Menengah atas;

h. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP SMA dalam

lingkup tugasnya;

i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan pendidikan

menengah atas;

k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendidikan

menengah atas sebagai bahan penetapan kebijakan

pemerintah daerah;

L menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Satuan

Pendidikan;

m. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(21 Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekoiah Bidang Akademik;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang akademik;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wakil

Kepala Sekolah Bidang Akademik;
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d. menyelenggarakan pengkajian kalender pendidikan;

e. menyelenggarakan pengkajian pembagian tugas guru dan

jadwal pelajaran;

f. menyelenggarakan pengkajian jadwal evaluasi belajar dan

pelaksanaan ujian akhir serta penerimaan hasil belajar

(rapor) dan ijazah;

g. menyelenggarakan penerapan kriteria persyaratan

kenaikan kelas dan ketamatan;

h. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pengk4jian

kelengkapan mengajar;

i. menyelenggarakan pengaturan pelaksanaan progra.m

perbaikan dan pengayaan;

j. menyelenggarakan pengaturan pengembangan Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (McMP)/Musyawarah Guru

Bimbingan Pel4iaran (MGBP) dan pengoordinasian mata

pelajaran;

k. menyelenggarakan supervisi administrasi akademis;

l. menyelen pengarsipan program kurikulum;
m. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi bidang

akademik;

n. menyelenggarakan pengk4iian SP dan SOP bidang

akademik;

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebij akan;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Wakil Kepala Sekolah Bidang

Akademik;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan verilikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang akademik;

r. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang akademik sebagai bahan

perumusan kebijakan pemerintah daerah;

s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
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t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Akademik;

u. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang sarana dan prasarana;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarar,a;

d. menyelenggarakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan

prasarana;

e. menyelenggarakan pengoordinasian penggunaan sarana

dan prasarana;

f. menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan alat-alat

pengajaran;

g. menyelenggarakan perawatan dan perbaikan sarana dan

prasarana;

h. menyeienggarakan pengkajian data dan informasi bidang

sarana dan prasarana;

i. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang sarana

dan prasarana;

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Wakii Kepala Sekolah

Bidang Sarana dan Prasarar'a;

1. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang sarana dan prasarana;

m. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimhrangan mengenai bidang sarana dan prasarana

sebagai bahan perurnusan kebijakan pemerintah daerah;
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n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan

Prasarana;

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

p. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(4) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang kesiswaan;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

d. menyelenggarakan pengkajian program pembinaan dan

bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan

kesiswaan/Osls, meliputi kepramukaan, Palang Merah

Remaja, Kelompok Ilmiah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah,

Patroli Keamanan Sekolah, Paskibraka, pesantren kilat dan

kegiatan kesiswaan lainnya;

e. menyelenggarakan penegakan disiplin dan tata. tertib

sekolah, pemilihan pengurus OSIS serta pembinaan

pengurus OSIS dalam berorganisasi;

f. menyelenggarakan pengkajian jadwal dan pembinaan

secara berkala dan insidental;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian

program 9 K;

h. menyelenggarakan pemilihan calon siswa berprestasi dan

penerima beasiswa serta pemilihan siswa untuk mewakili

sekolah dalam kegiatan di luar sekolah;

i. menyelenggarakan pengelolaan mutasi siswa;

j. menyelenggarakan pengoordinasian dalam penerimaan

siswa baru dan pelaksanaa"n Masa Orientasi Siswa;

k. menyelenggarakan pengkqiian jadwal kegiatan akhir tahun

sekolah;
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1. menyelenggarakan cerdas ceftnat dan olah raga prestasi;

m. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi bidang

kesiswaan;

n. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang

kesiswaan

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Wakil Kepala Sekolah Bidang

Kesiswaan;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang kesiswaan;

r. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang kesiswaan, sebagai bahan

perumusan kebijakan pemerintah daerah;

s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan;

u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pen5rusunan program kerja Kepala Sekolah

dan Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan per5rusunan rencana kegiatan dan anggaran

SMA;

c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi sekolah;

f. melaksanakan pengoordinasian program 9 K;

g. melaksanakan penatausahaan keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;

i. melaksanakan pengelolaan t:lt:- naskah dinas dan

kearsipan;
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j. melaksanakan pen5rusunan dan penghimpunan data dan

informasi lingkup tata usaha;

k. melaksanakan pen5rusunan Standar Pelayanan dan Standar

Operasional Prosedur Sub Bagran Tata Usaha;

1. melaksanakan penJrusunan bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup tata usaha;

m. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang SMA;

n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

o. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata

Usaha;

q. melaksanakan pemutakhiran data dapodik;

r. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Bagian Kesembilan

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruail

Pasal 13

(1) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pendidikan

menengah atas, meliputi akademik, sarana dan prasarataa,

hubungan dunia usaha dan dunia industri serta kesiswaan.

(21 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

dan program satuan pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional

satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
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c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan

Sekolah Menengah Kejuruan;

d. penyelenggaraan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, mempunyai

uraian tugas:

a. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

dan program satuan pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan;

b. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan operasional

satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan satuan

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan

d. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Kepala Sekolah;

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan

Dunia Industri;

f. Sub Bagian Tata Usaha;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

{1) Kepala Sekolah mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Kepala

Sekolah;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

d. menyelenggarakan proses belajar mengajar SMK;
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e. menyelenggarakarr pengaturan administrasi ketatausahaan

dan ekstrakurikuler SMK;

f. menyelenggarakan proses akreditasi sekolah;

g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi SMK;

h. menyelenggarakan pengkajian standar Pelayanan dan SOP

SMK dalam lingkup tugasnya;

i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kqjian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan pendidikan

menengah kejuruan;

k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendidikan

menengah kejuruan sebagai bahan penetapan kebijakan

pemerintah daerah;

l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Satuan

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

m. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

{21 Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Akademik;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang akademik;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Akademik;

d. menyelenggarakan pengkajian kalender pendidikan;

e. menyelenggarakan pengkajian pembagian tugas guru dan
jadwal pelajaran;

f. menyelenggarakan pengkajian jadwal evaluasi belqjar dan

pelaksanaan ujian akhir serta penerimaan hasil belajar

(rapor) dan ijazah;
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g. menyelenggarakan penerapa.n kriteria persyaratan

kenaikan kelas dan ketamatan;

h. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pengkajian

kelengkapan mengajff;

i. menyelenggarakan pengaturan pelaksanaan program

perbaikan dan pengayaan;

j. menyelenggarakan pengaturan pengembangan

MGMP/ MGBP dan pengkoordinasian mata pelajaran;

k. menyelenggarakan supervisi administrasi akademis;

1. menyelenggarakan pengarsipan program kurikulum;

m. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi bidang

akademik;

n. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang

akademik;

o. menyelenggarakan telaahal staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup wakil kepala sekolah bidang

akademik;

q, menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang akadernik;

r. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang akademik sebagai bahan

perumusan kebijakan pemerintah daerah;

s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi wakil kepala sekolah bidang akademik;

t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan wakil kepala

sekolah bidang akademik;

u. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
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b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang sarana dan prasarana;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

d. menyelenggarakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan

prasarana;

e. menyelenggarakan pengoordinasian penggunaan sarana

dan prasarana;

f. menyeienggarakan pengelolaan pembiayaan alat-alat

pengajaran;

g. menyelenggarakan perawatan dan perLraikan sarana dan

prasarana;

h. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi bidang

sarana dan prasatana;

i. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang sarana

dan prasarana;

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Wakil Kepala Sekolah Bidang

Sarana dan Prasarana;

1. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang sarana dan prasarana;

m. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang sarana dan prasarana

sebagai bahan perLlmusan kebijakan pemerintah daerah;

n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan

Prasarana;

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

p. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.
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(41 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang kesiswaan;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

d. menyelenggarakan pengkajian program pembinaan dan

bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan

kesiswaan/OSIS, meliputi kepramukaan, Palang Merah

Remaja, Kelompok Ilmiah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah,

Patroli Keamanan Sekoiah, Paskibraka, pesantren kilat dan

kegiatan kesiswaan lainnya;

e. menyelenggarakan penegakan disiplin dan tata tertib

sekolah, pemilihan pengurus OSiS serta pembinaan

pengurus OSIS dalam berorganisasi;

f. menyelenggarakan pengkajian jadwal dan pembinaan

secara berkala dan insidental;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian

program 9 K;

h. menyelenggarakan pemilihan calon siswa berprestasi. dan

penerima beasiswa serta pemilihan siswa untuk mewakili

sekolah dalam kegiatan di luar sekolah;

i. menyelenggarakan pengelolaan mutasi siswa;

j. menyelenggarakan pengkoordinasian dalam penerimaan

siswa baru dan pelaksanaan Masa Orientasi Siswa;

k. menyelenggarakan pengkajian jadwal kegiatan akhir tahun
sekolah;

1. menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi;

m. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi bidang

kesiswaan;

n. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang

kesiswaan;

o. rnenyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
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p. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Wakil Kepala Sekolah

Bidang Kesiswaan;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kqiian

teknis dan menyelen pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang kesiswaan;

r. menyelenggarakan penyampaian bahan saraJl

pertimbangan mengenai bidang kesiswaan, sebagai bahan

perumusan kebijakan pemerintah daerah;

s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan;

u. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(5) Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan

Dunia Industri mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia

Industri;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang hubungan dunia usaha dan dunia industri;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia

Industri;

d. menyelenggarakan pengkajian data dan infiormasi bidang

hubungan dunia usaha dan dunia industri;
e. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang

hubungan dunia usaha dan dunia industri;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

g. menyelenggarakan pengkqjian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan linekup Wakil Kepala. Sekolah Bidang

Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
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h. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang hubungan dunia usaha

dan dunia industri;

i. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang hubungan dunia usaha dan

dunia industri sebagai bahan perumusan kebijakan

pemerintah daerah;

j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia

Usaha dan Dunia Industri;

k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia

Industri;

1. menyelenggarakan tugas 1ain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(6) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penJrusunan program kerja Kepala Sekolah

dan Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan pen5rusunan rencana kegiatan dan anggaran

Sekolah Menengah Kejuruan;

c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi sekolah;

f. melaksanakan pengoordinasian program 9 K;

g. melaksanakan penatausahaan keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;

i. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan

kearsipan;

j. melaksanakan penyusunan dan penghimpunan data dan

informasi lingkup tata usaha;

k. melaksanakan penyusunan SP dan SOP Sub Bagian Tata

Usaha;

1. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup tata usaha;
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m. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang SMK;

n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

o. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata

Usaha;

q. melaksanakan pemutakhiran data dapodik;

r. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Bagran Kesepuluh

Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri

Pasal 15

(1) Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis operasionat dan/atau kegiatan

teknis penunjang tertentu di bidang pendidikan luar biasa.

{2) Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

dan program satuan pendidikan sekolah luar biasa;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional

satuan pendidikan sekolah luar biasa;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan satua.n pendidikan

sekolah luar biasa;

d. penyelenggaraan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3) Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa, mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

dan program satuan pendidikan sekolah luar biasa;

b. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan operasional

satuan pendidikan sekolah luar bi.asa;



48

c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan satuan

pendidikan sekolah luar biasa; dan

d. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sekolah Luar Riasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Kepala Sekolah;

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

mengingat SLB satu atap dengan jenjang TKLB, SDLB,

SMPLB dan SMALB;

d. Wakii Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

e. Sub Bagian Tata Usaha;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal i6

(1) Kepala Sekoiah mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Kepaia

Sekolah;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan

Pendidikan Sekolah Luar Biasa;

d. menyelenggarakan proses belajar mengajar SLB;

e. menyelenggarakan pengaturan administrasi ketatausahaan

dan ekstrakurikuler SLB;

f. menyelenggarakan proses akreditasi sekolah;

g. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi SLB;

h. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP SLB dalam

lingkup tugasnya;

i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebij akan;

j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
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hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan pendidikan

SLB;

k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendidikan

sekolah luar biasa sebagai bahan penetapan kebijakan

pemerintah daerah;

L menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Satuan

Pendidikan Sekolah Luar Biasa;

m. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Akademik;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang akademik;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Akademik;

d. menyelenggarakan pengkajian kalender pendidikan;

e. menyelenggarakan penLgkajian pembagian tugas guru dan

jadwai pelajaran;

f. menyelenggarakan pengkajian jadwal evaluasi belajar dan

pelaksanaan ujian akhir serta penerimaan hasil belajar

(rapor) dan ijazah;

g. menyelenggarakan penerapan kri.teria persyaratan

kenaikan kelas dan ketamatan;

h. menyelenggarakan pengoordinasian dan pengkajian

kelengkapan mengajar;

i. menyelenggarakan pengaturan pelaksanaan program

perbaikan dan pengayaan;

j. menyelenggarakan pengaturan pengembangan

MGMP/ MGBP dan pengkoordinasian mata pelajaran;

k. menyelenggarakan supervisi administrasi akademis;

1. menyelenggarakan pengarsipan program kurikulum;

m. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi bidang

akademik;
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n. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang

akademik;

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup wakil kepala sekolah bidang

akademik;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang akademik;

r. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang akademik sebagai bahan

perumusan kebijakan pemerintah daerah;

s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi wakil kepala sekolah bidang akademik;

t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan wakil kepala

sekolah bidang akademik;

u. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang sarana dan prasarana;

c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

d. menyelenggarakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan

prasarana;

e. menyelenggarakan pengoordinasian penggunaan sarana

dan prasarana;

f. menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan aiat-alat

pengajaran;
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g. menyelenggarakan perawatan dan perbaikan sarana dan

prasarana;

h. menyelenggarakan pengkqian data dan informasi bidang

sarana dan prasarar,a;

i. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang sarana

dan prasarana;

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Wakil Kepala Sekolah Bidang

Sarana dan Prasarana;

1. rnenyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang sarana dan prasarana;

m. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang sarana dan prasarana

sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan

Prasarana;

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;

p. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(4) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai uraian

tugas:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis

bidang kesiswaan;

c. menyeienggarakan koordinasi, membina, mengendalikan

dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

d. menyelenggarakan pengkajian program pembinaan dan

bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan

kesiswaan/OSlS, meliputi kepramukaan, palang merah
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remqia, kelompok ilmiah rem4ja, unit kesehatan sekolah,

patroli keamanan sekolah, paskibraka, pesantren kilat dan

kegiatan kesiswaan lainnya;

e. menyelenggarakan penegakan disiplin dan tata tertib

sekolah, pemilihan pengurus OSIS serta pembinaan

pengurus OSIS dalam berorganisasi;

f. menyelenggarakan pengkajian jadwal dan pembinaan

secara berkala dan insidental;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian

program 9 K;

h. menyelenggarakan pemilihan calon siswa berprestasi dan

penerirna beasiswa serta pemilihan siswa untuk mewakili

sekolah dalam kegiatan di luar sekolah;

i. menyelenggarakan pengelolaan mutasi siswa;

j. menyelenggarakan pengoordinasian dalam trrenerimaan

siswa baru dan pelaksanaan Masa Orientasi Siswa;

k. menyelenggarakan pengkajian jadwal kegiatan akhir tahun

sekolah;

1. menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi;

m. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi bidang

kesiswaan;

n. menyelenggarakan pengkajian SP dan SOP bidang

kesiswaanl

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Wakil Kepala Sekolah Bidang

Kesiswaan;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantrran keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang kesiswaan;

r. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang kesiswaan sebagai bahan

perumusan kebijakan pemerintah daerah;

s- rnenyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
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t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan;

u. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Kepala Sekolah

dan Sub Bagian Tata Usaha;

b. meiaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

Sekolah Luar Biasa;

c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi sekolah;

f. melaksanakan pengoordinasian program 9 K;

g. melaksanakan penatausahaan keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;

i. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan

kearsipan;

j. melaksanakan penyusunan dan penghimpunan data dan

informasi iingkup tata usaha;

k. melaksanakan penJrusunan SP dan SOP Sub Bagian Tata

Usaha;

1. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;

m. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian

teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang Sekolah Luar Biasa (SLB);

n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

o. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Suhr Bagian Tata

Usaha;

q. melaksanakan pemutakhiran data dapodik;

r. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
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(1)

(21

Bagian kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi,

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

beban kerja.

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional,

diselenggarakan oieh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan

penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji

berkala serta pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional,

diselenggarakan oleh Kepala Cabang Dinas, meliputi rencana

penugasan dan pengukuran kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan

sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit

Organisasi lainnya, sesuai tugas dan mekanisme yang

ditetapkan;

Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan

pembinaan terhadap bawahannya masing-rnasing;

(6)

(7)

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

(8)
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(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan

tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-

tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(4) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya

karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat

yang telah rnemenllhi persyaratan untuk r,nelaksanakan tugas

Sekretaris;

(5) Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan

tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk
pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan tugas Kepala Bidang;

(6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala

Cabang Dinas, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata

Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wqiib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,

baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas serta instansi

lain di luar Cabang Dinas, sesuai dengan tugas pokok

masing-rnasing. Kepa1a Cabang Dinas wqiib raengawasi

bawahanrrya dengan ketentuan dalam hal terjadi
penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang

diperlukann sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

{71 Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan

rnengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(8) Kepala Cabang Dinas wajib rnengikuti dan mematuhi petunjuk

dan bertanggung jawab pada atasan serta menyarnpaikan

laporan berkala secara tepat waktu;

(9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari

bawahannya wqiib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk pen5ru.sunan laporan lebih lanjut;
(lO)DaIam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan

laporan wa,iib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang

secara fungsional r,nempunyai hubungan kerja;
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(11) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Cabang Dinas dan unit
orgalisasi di bawahnya w4iib mengadakan rapat berkala

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan;

(12) Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait,
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat,

maka:

a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus

melalui paraf penanggungjawab melalui koordinasi Asisten,

Sekretaris Daerah yang membidangi dan Sekretaris Daerah;

b. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas,

harus melalui paraf penanggungjawab melaiui koordinasi

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Bidang/Kepala

Cabang Dinas dan Sekretaris Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini muiai berlaku, Peraturan

Gubernur Sumatera Utara:

a. Nomor 18 Tahun 2OlO tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20lO Nomor 18);

b. Nomor 36 Tahun 2OL1 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2O11 Nomor 36);

c. Nomor 26 Tahun 2OL3 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 26);
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d. Nomor 6O Tahun 2Ol7 tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata

Keda Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sunnatera Utara Tahun AALT Nomor 6O);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peratrrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang n:engetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 4 Februan 2CIL9

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

nd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Februari2Ol9

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL9 NOMOR 3

Salinan Se Aslinya
M,

Pembina Muda (IVlc)
NrP. 19590227 198003 1 004


